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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

NOMOR    5     TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SUMEDANG, 
 

Menimbang  : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
dan pembangunan Daerah untuk memantapkan  
otonomi Daerah yang luas, nyata, dan tanggung 
jawab; 

b. bahwa dengan adanya kebijakan regulasi peraturan 
perundang-undangan di tingkat pusat yang 
mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu 
ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus 
diganti dan disesuaikan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247); 
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  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
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  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 282, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5107); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 
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  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13   Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
32/PERMEN/M/2006 Tahun 2006 tentang 
Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan 
Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri; 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan 
Gedung dan Lingkungan; 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 
/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat 
Tinggi; 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 
/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 
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  27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2008 Nomor 2 ); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2008 Nomor 5); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan 
dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 
6 ); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7 ); 
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  33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 
Tahun 2009-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2008 Nomor 12 ); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 1 ); 

 
  Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 
dan 

BUPATI SUMEDANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PERIZINAN TERTENTU. 
 


